
| sauiwan|

ta

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESAKABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (6| Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagiandan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa
dengan Peraturan Bupati:

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atasb.
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentangPengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan PenetapanRincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten IndragiriHilir Tahun Anggaran 2021.

. Pasa? 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republiki
Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
2

Pembentukan Daerah Tingkat Il Indragiri Hilir denganmengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2754):

. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa3.
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
495):



14.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539). sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 6321):
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentangDana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558|. sebagaimana 'elah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor S7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864|:
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 225:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer
157),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengeloiaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6111:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.0O7/2026
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 1641):
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Namor 10351:
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12Peraturan Menten Keuangan Nomor 222 Tahun 2020
tentang Pengeloiaan Dana Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 16411:

13. Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 7),14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2021 (Benta Daerah Kabupaten IndraginiHilir Yahun 2020 Nomor 77),

MEMUTUSKAN :

Menetapkar: : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TATA CARAPEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAPDESA DM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN
2021

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:I.
2.

io.
1.

12.

Kabupaten adalah kabupaten Indragiri Hilir.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggarapemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
Desa adalah Desa di kabupaten Indragiri Hilir.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelania Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransier melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakanuntuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaanpembangunan. pembinaan kemasyarakatan. dan pemberdayaanmasyarakat.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut dengan nama laindibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Daiam
Negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkatAPBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kepala Desa adalah Kepala Desa d: Kabupaten Indragiri Hilir.Rekening Kas Umum Negara yang sejanjutnva disingkat RKUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara rang ditentukan oleh Menterikeuangan selaku Berdahara Umum Negara untuk menampung seluruhpenenmaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada banksentral.
Rekening Kas Umum Deerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKUD,adalah rekening tempat perrimpanan uang daerah yang ditentukan olehbupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membararseluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

3.
4
3.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rekening Kas Desa, vang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat
penyimpanan uang Pemerintahan Desa vang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa padabank umum yang diterapkan,
Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiapDesa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal danDesa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi,
Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki
hasil penilaian kirerja terbaik.
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, tuas wilayah Desa dan
tongkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa.
adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transpertasi, dan kormunikasi.,
Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari
Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks
Ketahanan Ekologi Desa.
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa
yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya panderm Corona Virus Disease 2019 (COVID-19.

Pasal ?
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pembagian
dan Penetapar Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Pasal 3
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a.

an

(1)

Jumah Desa, tata cara penghitungan pembagian Dana Desa setiap Desa
dan penetapan Rincian Dana Desa:
Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa:
Prioritas Penggunaan Dana Desa,
Pemantauan dan Evaluasi.

b.

BAB II
JUMLAH DESA, TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

SETIAP DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 5

Jumlah Desa yang menerima penyaluran Dana Desa adalah sebanyak 197
(seratus sembilan puluh tujuh) Desa:

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021, yang menerima
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan
secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar setiap Desa:
b. Alokasi Afirmasi setiap Desa:
Cc. Alokasi Kinerja setiap Desa: dan
2. Alokasi Formula setiap Desa.



Pasal 6
Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:
a. Rp. 481.573.000.00 tempat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh

puluh tiga ribu rupiahj bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan100 (seratus) jiwa:
b Rp. 561.574.000.00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101! (seratus satu)
sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa:

c Rp. 641.574.000,00 fenam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh
puluh empat ribu rupiahj bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.091 (seribusatu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa:

8. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu Juta hma ratus tujuh puluhlima hbu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 ihma ribu satuj
sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa:

e. Rp 801.575.000.00 (delapan ratus satu juta Hma ratus tujuh puluh enam
ribu rumah) bagi Desa dengan jumtah penduduk diatas 10.000 isepuluhnbul jiwa:

J

1d

Pasal 7
(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf bdiberikan kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat tertinggal yang memilikijumlah penduduk miskin tinggi.
(2! Besaran Alokasi Afirmasi setizp Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Desa 5 (001 x DD / 12x DST) lx DT
Keterangan:
AA Desa Alokasi Afirmasi setiap Desa

“

DD - pagu Dana Desa nasional
DST Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumtah

penduduk miskin tinggiDT 5 Jumlah Desa tertinggal yang memiliki Jjumiah pendudukmiskin tinggi

Pasal 8
(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, diberikan

kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuanganDesa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dans Desa dan caparanhasi! pembangunan Desa.
I2) Desa penerirna Alokasi kinerja ditentukan berdasarkan kriteria utama dankritena kinerja.
(BI Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa yangdak menerima Alokasi Afirmasi.
(3) Kritena Kinerja seagaimana dimaksud pada ayat (2| berdasarkan urutanDesa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung denganmenggunakan rumus:

Skor Kinerja - (0.20 xYI) 4 (0,20 xY2) # (0,25 x Y3) « (0,35 x YAN!

keterangan:
Skor Kinerja -— skor kinerja setiap Desa
YI - pengelolaan keuangan Desa
Y2 5 pengelolaan Dana Desa
Y3 2 capaian keluaran Dana Desa
Y4 - caparan hasil pembangunan Desa



(51 Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada avat (4) dinilai
dan:
a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan

APBDes dengan bobot S0 (lima puluh perseni: dan
b. rasi belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total!

belanja bidang APBDes dengan bobot 5625 (lima puluh persen).
16) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada aya: (4) dinilai dari:

Aa. persentase kesesuaran bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai
priontas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 5520 jhma
pulun lima persen): dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakeloia dengan
bobot 45", lempat puluh lima persen).

(71 Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada mrat (4) dinilai
dan:
2. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 5004 jlima

puluh persen: dan
b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50f5 (lima puluh

persenj.
(8| Capman hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dinilai dari:
a. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 305 ftiga puluh

Persen:
b. perubahan status desa indek desa membangun dengan bobot 30ta itiga

puluh perseni:
C. status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 1085 (sepuluh

perseni: dan
d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 309, Itiga puluh

persen.
(9j Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung

dengan menggunakar rumus:

AK Desa 510.03 x DD) f (O,1 x Jumlah Desai

Keterangan:
AK Desa 5 Alokasi Kinerja setiap Desa
Wu 5 Pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa - jumah Desa nasional

Pasal 9
(1) Besaran Alokasi Forrnula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
a. NW Isepuluh persen) untuk jumlah penduduk:
bh. 4070 lempat puluh persenj untuk angka kemiskinan:
c. 207v idua puluh persen) untuk luas wilarah: dan
d. 3095 (tiga puluh persen| untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
cahitung dengan menggunakan rumus:

AF Desa 5 1010 x Z1) 4 (040 x Z2) 4 10,20 x Z3) 4 10,30 x Zdjl x AF
Kab

Keterangan:
AF Desa 2 Alokasi Formula setiap Desa
Z1 - rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa kabupaten Indragiri Hilir
z2 - rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa Kabupaten Indragiri Hilir



Z3 2 rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten Indragn Hilir

Z4 5 rasio IKG setiap Desa terhadap IKG
Desa kabupaten Indragir: Hilir

AF kab 3 Alokasi Formula Kabupaten Indragiri Hilir
(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk
miskin Desa dan IKG Desa.

(4 Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
asal Il) berdasarkan data penghitungan mutakhir vang bersumber dan
instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAA Iil
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(lh Yana Desa disalurkan dar RKUN ke RKD melalui RkUD,
(2 Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat (!| dilakukan

dalam 3 tiga! tahap dengan ketentuan:
a. tahap | sebesar 40" (empat puluh persen, dan pagu Dana Desa setiap

Desa dengan nncian:
1. 40'v jempat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima paling cepat bulan Januar: dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima paling cepat bulan Januar untuk bulan kesatu dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampa dengar bulan kelima:

b. tahap il sebesar 4085 tempat puluh persenj dari pagu Dana Desa setiap
Desa. dengan nincian:
1. -Hru (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret: dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sarnpai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesepuluh: dan

c. tahap IIl sebesar 205 (dua puluh persen) dari pagu Dena Desa setiap
Desa, dengan rincian:
|. 2075 (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni: dan

2 kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan
kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 12
(li Dalam rangka peniampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa,

kepala Desa menyampakan dokumen persyaratar kepada Bupati, secara
lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengena: APBDea,



b. tahap I! berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anpgaran sebelumnya,

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
S094 (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 3595 (tiga puluh ma persenj dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan:

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penenma
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dan

Cc. tahap III berupa :

|. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II menunjukkar rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 90” (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 754 (tujuh puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap il vang telah disalurkan: dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(2 Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 20M)
selama 9 (sembilan! bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b. penyaluran tahap HN Tahun Anggaran 202!
ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai
tdak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf b angka 2 dan
huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran
dari seluruh kegiatan senap Desa.

ih Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaan keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 2 dan huruf c angka !
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kepatan. uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaar:, dan capaian
keluaran.

(5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimakud pada arat (4) belum
memenuh: kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

ibi Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu
pada ketentuan vang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Neperi.

Pasal 13
Il) Dalam rangka penyaluran Dara Desa tahap | untuk kebutuhan BLT Desa

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal! 11 ayat (2) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat it| hurufa dan

menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan
yang berlaku selama 12 fdua belasj bulan untuk penyaluran Dana Deaa
untuk BLT Desa bulan kesatu: dan

b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima
untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
selelumnya.



b. tahap !! berupa :

|. laporan realisas: penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya,

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap |

menunjukkan rata-rata reahsasi penyerapan paling sedikit sebesar
SOfe ilima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menrunjukkan
paling sedikit sebesar 35 (tiga puluh lima persen| dari Dana Desa
tahap I yang telah disalurkan,

3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfast BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD
antara Perserintah Daerah dan Pemerintah Desa: dari

c. tahap HI berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai
dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 905 (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 7594 (tujuh puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap Ji yang telah disalurkan: dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnra.

(2! Dalam hai Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap il Tahun Anggaran 2021
ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
knteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Capaian kejuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dar
huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran
dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(H Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1!

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian keluaran, vclume keluaran, cara pengadaan, dan capaian
keluaran.

(5/Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimakud pada ayat (4) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) mengacu
pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementenan Dalam Negeri.

Pasai 13
(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap ! untuk kebutuhan BLT Desa

bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat i2) hurufa angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan

menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesatu: dan

b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima
urituk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.



(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa
mernyampikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnva.

(3 Penyaluran Dana Desa tahap HI untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua bejas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1! ayat (2)
huruf d angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa
menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

id) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima
mmarifaat bulan kedua belas paling lambat minggu ketiga bulan Desember,

(5) Jumiah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (tj
huruf a. merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(6| Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat il) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan
peraturan kepala Desa dimaksud paling lambat minggu ketga bulan
Desember.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4).

(8) Dalam hai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa
disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak
dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (lj sampai dengan ayat (3) untuk buian
kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan
setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa bulan sebelumnya.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14
(tt Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan

pengembangan sektor prioritas di Desa.
(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (ll) berupa jaring

pengaman sosial, Padat Karva Tunsi, pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah. sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui
Badan Usaha Milik Desa.

(31 Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian,
peternakan, perikanan, ketahan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas
kesehatan.

(9) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-1 9).

(61 Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.



Pasal 15
Il) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
(2! BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Il) diberikan kepada keluarga

penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kniteria sebagai berikut:
Aa. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa

bersangkutan, dan
b. tidak termasuk penerma bantuan Program Keluarga Harepan (PKH),

Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program
bantuan sosial Pemerintah lainnya.

(31 Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat 12) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk
kebutuhan pembelian puruk.

H4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala
Desa.

(SI Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKSI dari Kementerian Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan
bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
selama 12 (dua belasi bulan mulai bulan Januari.

(8| Dalam hal pembararan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua
belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa
bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT
Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua
belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (il huruf a, setisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa
diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di
Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan
kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(Il) Ketentuan mengenai kritena, mekanisme pendataan, penetapan data
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat Il)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
setempat.

Fasai 17
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk

pelaksanaan BLT Desa.
i2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa sesuai kewenangar masing-masing.
(3: Pendampingan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) direbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALIUJASI

Pasal 18
Il) Bupati melakukan pemantauan dan evajuasi atas capaian keluaran Dana

Desa.
(2! Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

ayat (1). Bupati dapat mendelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah
terkait. terhadap:
a. penyaluran dana desa:
b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa:
C. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa: dan
G. sisa dana desa di RKD.

(3 Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Hupati dapat
meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan
pemernksaan.

£

Pasal 19
(!) Pemantauan sisa Dara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (2)

hurufd dilakukan untuk mengetahui:
Aa. besaran sisa dana desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampa

dengan Tahun Anggaran 2018 vang belum disetor oleh kepala Desa ke
RKLD:

b. besaran sisa dana desa di RKD Tahur Anggaran 2019 yang belum selesai
diperhitungkan pada penyaluran tahap II! Tahun Anggaran 2020: dan

c. besaran sisa dana desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
(2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada avat (li huruf a

diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil
rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.

(3) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai
diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap Ili
Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa.

(H| Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, varg tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada
penyaluran Dana Desa tahap ili Tahun Anggaran 2021 serelah dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

(5) Daiam hal Dana Desa tahap iII Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud pada asat (2), ayat (3). dan ayat (4) tidak mencukupi, elisih sisa
Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun
Anggaran 2022.

BAB YI
SANKSI
Pasal 20

(li Dana Desa dapat dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun
anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat
permasalahan Desa berupa:
a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan

sebagai tersangka: atau
b. desa mengalami permasalahan administrasi danfatau kerdakjelasan

status hukum.
(2! Dalam hal kepajia Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati

menrampajkan surat permohonan penghenuan penyaluran Dana Desa
kepada Kementerian Keuangan c.g. Direktorat Jenderal Pernmbangan
Keuangan.



(3) Kementerian Keuangan c.g. Direktorat Jenderal! Perimbangan Keuangan
dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (2): atau
b. surat rekomendasi dari kementerian /lembaga terkait atas permasalahan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1! huruf b.
(1 Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari

Bupai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf & atau surat
rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya
setelah surat dimaksud diterima.

(5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada avat
(3 huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan
disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya
dihentikan.

Pasal 21
(l| Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
(21! Desa yang dihentikan penyaluran Dara Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada
tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana
Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.g. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian
penyajuran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun
anggaran berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat
pencabutan satus hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka,
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.g.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi
pencabutan penghentan penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga
terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6| Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3j atau
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dara Desa untuk Desa tersebut telah
dialokasikan.

Pasal 22
(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9

(sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 50 (lima puluh persen) dari Dara Desa vang akan
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Pernvaturan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (JJ setelah
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

(3 Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasi! musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

(MH Hasil! musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.



Pasal 23
(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama ?2 idua

belasi bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana
Desa sebesar 5095 (ima puluh persen! dari Dana Desa yang akan disalurkan
pada tahap li Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat fl) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil! musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil “musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa rangdiketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat
tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi,

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April2021.

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten IndraarHilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 38 Jandan Dogi
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

td

H. MUHAMMAD WARDAN
Diundangkan di Tembilahan
pada tanpgal 98 Tanuan MH
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd
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